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BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

NOMORNOMORNOMORNOMOR 3333 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2012012012012222

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI PENGGANTIANPENGGANTIANPENGGANTIANPENGGANTIAN BIAYABIAYABIAYABIAYA CETAKCETAKCETAKCETAK KARTUKARTUKARTUKARTU TANDATANDATANDATANDA PENDUDUKPENDUDUKPENDUDUKPENDUDUK

DANDANDANDAN AKTAAKTAAKTAAKTA CATATANCATATANCATATANCATATAN SIPILSIPILSIPILSIPIL

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai

salah satu jenis retribusi daerah kabupaten/kota;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
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Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil di Daerah;

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama

DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

dandandandan

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan :::: PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI PENGGANTIANPENGGANTIANPENGGANTIANPENGGANTIAN

BIAYABIAYABIAYABIAYA CETAKCETAKCETAKCETAK KARTUKARTUKARTUKARTU TANDATANDATANDATANDA PENDUDUKPENDUDUKPENDUDUKPENDUDUK DANDANDANDAN AKTAAKTAAKTAAKTA

CATATANCATATANCATATANCATATAN SIPILSIPILSIPILSIPIL....

BABBABBABBAB IIII

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN UMUMUMUMUMUMUMUM

PasalPasalPasalPasal 1111

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan

atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa

kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

8. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan,

perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas

pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
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16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetorannya.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

retribusi daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABBABBABBAB IIIIIIII

NAMA,NAMA,NAMA,NAMA, OBJEKOBJEKOBJEKOBJEK DANDANDANDAN SUBJEKSUBJEKSUBJEKSUBJEK RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI

PasalPasalPasalPasal 2222
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Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda

penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Kabupaten.

PasalPasalPasalPasal 3333

Objek Retribusi adalah pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta

catatan sipil yang terdiri dari :

a. kartu tanda penduduk;

b. kartu keterangan bertempat tinggal;

c. kartu identitas kerja;

d. kartu penduduk sementara;

e. kartu keluarga; dan

f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta

pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara

asing, dan akta kematian.

PasalPasalPasalPasal 4444

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan kartu tanda penduduk dan

akta catatan sipil.

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

GOLONGANGOLONGANGOLONGANGOLONGAN RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI

PasalPasalPasalPasal 5555

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BABBABBABBAB IIIIVVVV

CARACARACARACARA MENGUKURMENGUKURMENGUKURMENGUKUR TINGKATTINGKATTINGKATTINGKAT PENGGUNAANPENGGUNAANPENGGUNAANPENGGUNAAN JASAJASAJASAJASA

PasalPasalPasalPasal 6666

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

BABBABBABBAB VVVV

PRINSIPPRINSIPPRINSIPPRINSIP DANDANDANDAN SASARANSASARANSASARANSASARAN DALAMDALAMDALAMDALAM PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN STRUKTURSTRUKTURSTRUKTURSTRUKTUR

DANDANDANDAN TARIFTARIFTARIFTARIF RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI
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PasalPasalPasalPasal 7777

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan

pengadministrasian.

BABBABBABBAB VIVIVIVI

STRUKTURSTRUKTURSTRUKTURSTRUKTUR DANDANDANDAN BESARNYABESARNYABESARNYABESARNYA TARIFTARIFTARIFTARIF RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI

PasalPasalPasalPasal 8888

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya pelayanan pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut :

1. penerbitan kartu keluarga WNI ............................... Rp. 0,-
2. penerbitan kartu keluarga WNA ............................. Rp. 25.000,-
3. penerbitan kartu tanda penduduk WNI ................... Rp. 0,-
4. penerbitan kartu tanda penduduk WNA ................. Rp. 50.000,-
5. penerbitan surat keterangan tempat tinggal ........... Rp. 25.000,-
6. penerbitan surat keterangan pindah datang WNI... Rp. 10.000,-
7. penerbitan surat keterangan pindah datang WNA.. Rp.100.000,-

b. Biaya pelayanan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian
WNI .................................................................................
..... Rp.0,-

2. pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian
WNA ....................................................................... Rp. 50.000,-

3. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
WNI:

a) pelayanan di dalam kantor ................................. Rp. 50.000,-

b) pelayanan di luar kantor ..................................... Rp.150.000,-

4. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
WNA :

a) pelayanan di dalam kantor ................................. Rp.100.000,-

b) pelayanan di luar kantor ..................................... Rp.250.000,-

5. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
WNI ....................................................... Rp.75.000,-
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6. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
WNA ..................................................... Rp.150.000,-

7. pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dikenakan biaya tambahan sebesar 100 %.

8. pencatatan pengesahan anak WNI ........................ Rp. 50.000,-

9. pencatatan pengesahan anak WNA ....................... Rp.100.000,-

10. pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan
anak WNI ............................................. Rp. 50.000,-

11. pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan
anak WNA ............................................ Rp.100.000,-

12. pencatatan pengangkatan anak WNI .................... Rp. 50.000,-

13. pencatatan pengangkatan anak WNA .................... Rp.100.000,-

14. pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan
negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dikenakan biaya tambahan sebesar 100 %.

15. Pencatatan perubahan nama ................................. Rp.100.000,-

PasalPasalPasalPasal 9999

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB VVVVIIIIIIII

WILAYAHWILAYAHWILAYAHWILAYAH PEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTAN

PasalPasalPasalPasal 10101010

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pencetakan kartu tanda

penduduk dan akta catatan sipil diberikan.

BABBABBABBAB VVVVIIIIIIIIIIII

MASAMASAMASAMASA RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI DANDANDANDAN SAATSAATSAATSAAT RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI TERUTANGTERUTANGTERUTANGTERUTANG
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PasalPasalPasalPasal 11111111

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

PasalPasalPasalPasal 11112222

Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan diterima Wajib Retribusi.

BABBABBABBAB IXIXIXIX

TATATATATATATATA CARACARACARACARA PEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTAN

PasalPasalPasalPasal 11113333

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BABBABBABBAB XXXX

PENENTUANPENENTUANPENENTUANPENENTUAN PEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARAN,,,, TEMPATTEMPATTEMPATTEMPAT PEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARAN ANGSURAN,ANGSURAN,ANGSURAN,ANGSURAN,

DANDANDANDAN PENUNDAANPENUNDAANPENUNDAANPENUNDAAN PEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARAN

PasalPasalPasalPasal 14141414

(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus untuk satu kali masa

retribusi.

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PasalPasalPasalPasal 15151515
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Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Instansi

Pelaksana atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola

retribusi.

PasalPasalPasalPasal 16161616

Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB XIXIXIXI

SANKSISANKSISANKSISANKSI ADMINISTRATIFADMINISTRATIFADMINISTRATIFADMINISTRATIF

PasalPasalPasalPasal 11117777

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.

BABBABBABBAB XIIXIIXIIXII

TATATATATATATATA CARACARACARACARA PENAGIHANPENAGIHANPENAGIHANPENAGIHAN

PasalPasalPasalPasal 11118888

(1) Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awal

tindakan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran, Wajib Retribusi harus

melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

atau pejabat yang ditunjuk.

BABBABBABBAB XIIIXIIIXIIIXIII
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KEBERATANKEBERATANKEBERATANKEBERATAN

PasalPasalPasalPasal 11119999

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib

Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

PasalPasalPasalPasal 20202020

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

PasalPasalPasalPasal 21212121
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(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BABBABBABBAB XIXIXIXIVVVV

PENGEMBALIANPENGEMBALIANPENGEMBALIANPENGEMBALIAN KELEBIHANKELEBIHANKELEBIHANKELEBIHAN PEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARANPEMBAYARAN

PasalPasalPasalPasal 22222222

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran

retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB XXXXVVVV
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KEDALUWARSAKEDALUWARSAKEDALUWARSAKEDALUWARSA PENAGIHANPENAGIHANPENAGIHANPENAGIHAN

PasalPasalPasalPasal 23232323

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BABBABBABBAB XVIXVIXVIXVI

PENGHAPUSANPENGHAPUSANPENGHAPUSANPENGHAPUSAN PIUTANGPIUTANGPIUTANGPIUTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI YANGYANGYANGYANG KEDALUARSAKEDALUARSAKEDALUARSAKEDALUARSA

PasalPasalPasalPasal 22224444

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB XVIIXVIIXVIIXVII
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PEMBERIANPEMBERIANPEMBERIANPEMBERIAN KERINGANAN,KERINGANAN,KERINGANAN,KERINGANAN, PENGURANGANPENGURANGANPENGURANGANPENGURANGAN DANDANDANDAN

PEMBEBASANPEMBEBASANPEMBEBASANPEMBEBASAN RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI

PasalPasalPasalPasal 22225555

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan

Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB XXXXVIIIVIIIVIIIVIII

PEMERIKSAANPEMERIKSAANPEMERIKSAANPEMERIKSAAN

PasalPasalPasalPasal 22226666

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BABBABBABBAB XIXXIXXIXXIX

INSENTIFINSENTIFINSENTIFINSENTIF PEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTAN

PasalPasalPasalPasal 22227777

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja.
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(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABBABBABBAB XXXXXXXX

PENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKAN

PasalPasalPasalPasal 22228888

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana.

BABBABBABBAB XXXXXIXIXIXI

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PIDANAPIDANAPIDANAPIDANA

PasalPasalPasalPasal 29292929

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar.

PasalPasalPasalPasal 30303030

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penerimaan negara.

BABBABBABBAB XXXXXXXXIIIIIIII

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

PasalPasalPasalPasal 31313131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PasalPasalPasalPasal 32323232
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

dtodtodtodto

RIDWANRIDWANRIDWANRIDWAN MUKTIMUKTIMUKTIMUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 23 Juli 2012
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dtodtodtodto
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NIP.NIP.NIP.NIP. 19570704195707041957070419570704 198303198303198303198303 1111 005005005005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Kepala Bagian Hukum,

MUKHLISIN,MUKHLISIN,MUKHLISIN,MUKHLISIN, S.H.,M.H.S.H.,M.H.S.H.,M.H.S.H.,M.H.
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